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BAB |
PENDAHULUAN

Kedudukan SKPD

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indicator
status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan
demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung
percepatan pembangunan nasional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Satuan Perangkat
Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas untuk
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2019, disusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa
output maupun outcomes, disisi lain penyusunan LKPJ Dinas Kesehatan
Kabupaten Flores Timur juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good
governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama
satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif,
efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen

keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyususnan laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara



Republik Indonesia tahun 1999 Nomer 75, Tambahan lembaraan Negara
Republik Indonesia Nomer 3851).

2. Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2007 tentang Ilaporan
Penelenggaraan Pemerintah daerah Kepada pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4693),

3. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomore 89,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4815),

4. Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

3. Data Umum Daerah

3.1. Kondisi Geografis
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bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga
mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin
banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga
terjadi musim hujan. Hal ini menjadikan Kabupaten Flores Timur sebagai wilyah
yang tergolong kering, dimana hanya 4 bulan(Januari-Maret dan Desember) yang

keadaannnya relatif basah serta 8 bulan sisanya relatif kering.

Secara administrasi Pemerintahan, Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19

Kecamatan, 229 Desa dan 21 Kelurahan.

Batas-batas Wilayah :
Utara : Berbatasan dengan Laut Flores
Selatan : Berbatasan dengan Laut Sawu
Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sikka
Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Lembata
3.2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Jumlah
penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan yang potensial. Masalah
kependudukan selain kualitas SDM yang rendah, juga tingkat pertumbuhan yang
tinggi dan persebaran antar wilayah yang tidak merata. Berdasarkan hasil
pelaporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur
Tahun 2022 tercatat jumlah jiwa sebesar 285.944 jiwa, dengan Kepadatan
penduduk per km2 tertinggi berada di kecamatan Adonara Timur (489,4 perkm?2)
dan Kecamatan Wulanggitang yang terendah ( 61,6 perkm2).

Kelompok umur penduduk laki-laki dan perempuan pada Tahun 2022 terdiri
dari laki-laki 140.767 jiwa dan perempuan sebesar 145.267 jiwa dengan jumlah

Rumah Tangga pada kabupaten Flores Timur sebanyak 79.719 RT.



BAB I

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Tidak ada uraian



BAB Il

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Untuk Belanja pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 realisasi secara keseluruhan

sebesar Rp. 112.556.918.299 ( 88 %) dari target anggaran Rp. 128.629.095.561
untuk membiayai 5 Program, 15 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Jika dibandingkan

dengan tahun 2022 sebesar 88,49 % maka realisasi belanja mengalami sedikit

penurunan.

3.1.1. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 ditetapkan dalam perjanjian

kinerja. Semua kegiatan sudah sesuai dengan target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada program ini dengan 7 kegiatan yang mendukung program ini sudah
sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian

Kinerja.

. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dam Upaya Kesehatan

Masyarakat
Pada program ini dengan 3 kegiatan yang mendukung program ini sudah
sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian

Kinerja.

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini dengan 3 kegiatan yang mendukung program ini sudah
sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian

Kinerja.

. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman

Pada program ini dengan 1 kegiatan yang mendukung program ini sudah
sesuai dengan target kinerja program yang dituangkan dalam perjanjian

kinerja.

. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada program ini dengan 1 kegiatan pendukung sesuai dengan target kinerja

yang dituangkan dalam perjanjian kinerja



3.2. Kebijakan strategis yang ditetapkan
Tidak ada Kebikajan strategis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selama tahun 2023.

3.3. Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

No Rekomendasi DPRD Tindak Lanjut Tujuan/Masalah yang
Tahun-1 diselesaikan

Tidak ada




BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tidak ada uraian..



BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah
(LKPJ) dalam Bidang Kesehatan Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum
sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun sebelumnya belum sepenuhnya dapat
dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur. Selain Keberhasilan yang telah
dicapai pada Tahun 2023 juga terdapat pencapaian kinerja yang masih belum mencapai
target. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang berhasil maupun yang
belum mencapai target telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk
meningkatkan kinerja di masa mendatang, khususnya dalam penyerapan anggaran agar
kedepan lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumberdaya dan dana untuk

mewujudkan tujuan dansasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi permaslahan kesehatan yang kompleks, maka diperlukan untuk
meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas program, lintas sektor. Disamping itu juga
diperlukan dukungan Pemerintah dan Legislatif dalam menyikapi pemenuhan kebutuhan

sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana sesuai target kebutuhan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bidang Kesehatan Tahun
2023 ini dibuat sebagai bahan informasi penting dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berkepentingan.

Larantuka,Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Flotes, T imur
o\

yf A2 \K

: ‘u'% ok

)

dr. Agustins Ot Silimalar
© NIP, 19790815 200604 1 013




3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

OPD
Pekleaml Kebijakan Target Realisasi Tinjut
Nol rus:?n YT Permasala| Upaya [Rekomen
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Dinas Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerh Kabuputen/Kota 100% 63,033,422,539 100% 59,507,296,242

Kesehatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah 69,004,175 68,798,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 30,010,000 | 2 dokumen 30,010,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 11,999,800 | 2 dokumen 11,995,800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 12,000,000 | 6 Laporan 11,999,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14,994,375 | 4 Laporan 14,794,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62,335,825,258 58,912,664,258
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 62,196,738,633 | 14 bulan 58,843,664,258
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan 12 bulan 124,085,625 | 12 bulan 69,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 15,001,000 2 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7,584,000 7,556,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 7,584,000 | 6 Laporan 7,556,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46,088,060 12,335,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 4,988,000 | 1 Dokumen 4,931,000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 dokumen 41,100,060 | 4 Dokumen 7,404,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 186,555,168 163,836,033
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 1,990,968 | 1 Paket 1,780,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 25,016,625 | 1 Paket 25,008,500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 7,502,575 | 1 Paket 6,226,500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket 20,025,000 | 1 Paket 20,021,301
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 30,000,000 | 1 Paket 30,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 dokumen 1,800,000 | 1 dokumen 1,260,000
Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 15,000,000 | 1 Laporan 12,600,000




OPD

Pelaksana/U . L. Tinjut
Kebijakan Target Realisasi
rusan . . Permasala| Upaya [Rekomen
No . Uraian Program/Kegiatan . .
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 85,220,000 | 1 Laporan 66,939,732
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 347,480,000 315,771,787
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1,500,000 | 12 Laporan 1,498,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan 169,980,000 | 12 Laporan 138,273,287
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 176,000,000 | 1 Laporan 176,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40,885,878 26,334,364
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 unit 20,987,678 | 6 unit 18,122,364
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 unit 9,998,200 | 1 unit 2,852,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pra Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5 unit 9,900,000 | 5 unit 5,360,000
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 53,930,925,242 75% 43,760,648,434
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 36,523,818,717 29,117,167,920
Pekerjaan fisik
sebagian belum
selesai dan
dana
operasional
belum pekerjaan fisik
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Pra Sarana Pendukungnya 1 unit 9,942,445,000 | 1 unit 5,953,584,616 |qigunakan dilanjutkan di
maksimal karna |tahun 2024
rumah sakit
baru
beroperasional
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 unit 224,994,760 | 1 unit 78,890,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1 unit 51,000,000 | 1 unit 51,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 unit 40,038,400 | 1 unit 33,940,000




OPD

Pelaksana/U N o Tinjut
Kebijakan Target Realisasi
rusan . . Permasala| Upaya [Rekomen
No . Uraian Program/Kegiatan . .
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Beberapa pembangunan
bangunan
posyandu
posyandu rima/pengemb
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 23 unit 9,194,971,500 | 23 unit 7,056,417,498 |prima/pengemb :n - pustgu
angan pustu 'g . P .
belum selesai dilanjutkan di
. tahun 2024
pengerjaannya
beberap set alat
sudah diadakan
:;:z:u;elzt?ni?’ akan dilakukan
Pengadaan Alat Kesehatan/Akat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.561 unit 9,342,306,609 | 2.561 unit 9,005,375,770 | .\ kan pembayaran di
tahun 2024
pembayaran
kepada pihak
ketiga
beberapa
jumlah obat
tidak dikirim Percepatan
Pengadaan Obat, Vaksin 2 Paket 2,882,195,700 | 2 Paket 2,545,347,050 |oleh penyedia, |pengadaan obat
penyedia di tahun 2024
memutuskan
kontrak
Pengadaan Bahan Habis Pakai 10 Paket 4,663,176,618 | 9 Paket 4,219,554,346
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 168 Unit 74,999,880 | 168 Unit 74,990,388
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta
" ) Paket 107,690,250 98,068,252
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17,382,101,225 14,618,630,514
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan |bu Hamil 4.500 orang 562,320,000 | 3.836 orang 503,670,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.600 orang 583,494,400 | 3.724 orang 383,744,076
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4.443 orang 3.706 orang




OPD

Pelaksana/U . Tinjut
Kebijakan Target Realisasi
rusan . . Permasala| Upaya [Rekomen
No . Uraian Program/Kegiatan . .
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 18.441 orang 18.228 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 54.248 orang 56,996,875 orang 44,721,875
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 147.376 orang 77.988 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 30.097 orang 11520 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi 59.323 orang 8.005 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus 1.565 orang 506,633,860 | 1.760 orang 224,683,475
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 422 orang 510 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis 3132 orang 2.353 orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV 6.931 orang 392,999,800 | 5349 orag 371,980,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 2,437,517,420 | 1 Dokumen 2,366,359,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 15,945,000 | 1 Dokumen 15,835,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 116,695,000 | 1 Dokumen 116,695,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 120,200,000 | 1 Dokumen 109,200,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 19,999,800 | 1 Dokumen 19,964,800
Pengelolaan Survelans Kesehatan 1 Dokumen 80,320,000 | 1 Dokumen 80,160,000
Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1 Dokumen 24,999,500 [ 1 Dokumen 24,556,400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 415,419,710 | 1 Dokumen 404,885,700
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 9,742,985,000 | 1 Dokumen 8,856,211,400
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 1 Dokumen 50,000,000 | 1 Dokumen
sasaran yag
. belum
Kegiatan
I mendapat
. Vaksinasi tidak L .
Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 999,999,860 | 1 Dokumen 173,267,593 | 1k vaksinasi covid-
Ié Sanakan 19 akan
setiap bulan X .
dilakukan di

tahun 2023




OPD

Pelaksana/U " o Tinjut
Kebijakan Target Realisasi
rusan . . Permasala| Upaya [Rekomen
No . Uraian Program/Kegiatan . .
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
sy e
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1,255,575,000 | 1 Dokumen 922,696,195 |akreditasi tidak dilakukan tahun
dilakukan
2023
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 25,005,300 24,850,000
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 25,005,300 | 1 Dokumen 24,850,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 100% 11,139,232,040 100% 8,789,374,299
Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 14,999,900 14,959,900
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 14,999,900 | 1 Dokumen 14,959,900
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 8,446,292,500 6,530,848,090
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 497 orang 8,421,300,000 | 439 orang 6,506,600,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 24,992,500 | 1 Dokumen 24,248,090
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 2,677,939,640 2,243,566,309
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 497 orang 2,677,939,640 | 439 orang 2,243,566,309
4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 100% 425,515,740 50% 399,599,324
Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
. . - - 425,515,740 399,599,324
Makanan Minuman Tettentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan 1 Dok 425515740 | 1 Dok 399 599 324
Nomor P-  IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri oxumen T oxumen T
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 100% 100,000,000 100% 100,000,000
Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota 100,000,000 100,000,000
1 Dokumen 100,000,000 | 1 Dokumen 100,000,000

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat




OPD

Pelaksana/U Tinjut
/ Kebijakan Target Realisasi !
No rusan Wi e e Permasala| Upaya [Rekomen
Pemerintah han Mengatasi| dasi
DPRD
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

128,629,095,561

112,556,918,299




